SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

a.

TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa ketentuan mengenai pajak air tanah telah diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 3 Tahun 2011;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa
ketentuan yang belum terakomodir dan perubahan
nomenklatur SKPD, maka Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menetapkan

dan
BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor

3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, diubah untuk pertama

kalinya, sehingga selengkapnya berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6 diubah dan
ditambahkan 1 angka yaitu angka 27, sehingga Pasal 1
selengkapnya berbunyi :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk
adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menangani pemungutan pajak daerah.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani
pemungutan pajak daerah.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur lebih lanjut oleh
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak;



23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;

24.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah;

26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6
selengkapnya berbunyi :

Pasal 6

(1) Satuan Kerja  Petrangkat Daerah  melaksanakan
pendataan Wajib Pajak.

(2) Pengelolaan data Wajib Pajak diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7
selengkapnya berbunyi :



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan
Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut :

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau pemanfaatan;
kualitas air;

o Q0 TP

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Ciamis.
Tatacara penghitungan besarnya Nilai Perolehan Air

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 17 selengkapnya berbunyi :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 17

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai yang ditentukan dalam SKPD
dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,

penyetoran dan tempat pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga
Pasal 18 selengkapnya berbunyi :

(1)
(2)

Pasal 18

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Dalam hal-hal tertentu Bupati melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan.



(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang bayar.

(4) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu tertentu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dan dikenakan bunga 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang
bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21
selengkapnya berbunyi :

Pasal 21
(1) Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STPD.

(2) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
menerbitkan STPD, apabila:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan
ditagih melalui STPD.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28
selengkapnya berbunyi :

Pasal 28

(1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan
gurang g
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 29 selengkapnya berbunyi :



(1)

(2)

(3)

Pasal 29

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN,
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak
benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31
selengkapnya berbunyi :

(1)

(2)

(3)

Pasal 31

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32
selengkapnya berbunyi :

12.

(1)

(2)

(3)

Pasal 32

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,
dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan  banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Ketentuan Pasal 34 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah,
sehingga Pasal 34 selengkapnya berbunyi :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Pasal 34

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya  permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran pajak.

Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



13. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), diubah, sehingga
Pasal 36 selengkapnya berbunyi :

Pasal 36

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), diubah, sehingga
Pasal 37 selengkapnya berbunyi :

Pasal 37

(1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA
Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 2 Oktober 2019 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/ttd
AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT (NOMOR 2/128/2019)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH
I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan
menetapkan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat
perubahan nomenklatur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2011 tentang air Tanah perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 71
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